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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987
1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
ا
Tidak
dilambangkan
16 ط t.
2 ب B 17 ظ Z
3 ت T 18 ع ‘
4 ث S 19 غ G
5 ج J 20 ف F
6 ح H 21 ق Q
7 خ Kh 22 ك K
8 د D 23 ل L
9 ذ Ż 24 م M
10 ر R 25 ن N
11 ز Z 26 و W
12 س S 27 ه H
13 ش Sy 28 ء ’
14 ص S 29 ي Y
15 ض D
viii
2. Konsonan
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanngnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin
 َ◌ Fatḥah A
 ِ◌ Kasrah I
 ُ◌ Dammah U
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan
Huruf
Nama Gabungan Huruf
ي ◌َ Fatḥah dan ya Ai
و ◌َ Fatḥah dan wau Au
Contoh:
فیك : kaifa
 لوھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
ix
Harkat dan Huruf Nama HurufdanTanda
ا◌َ/ي Fathah dan alif
atau ya
Ā 
ي◌ِ Kasrah dan ya Ī 
ي◌ُ Dammah dan wau Ū 
Contoh:
لاَق :qāla 
 َمَر :ramā 
 َلْیِق :qīla
 ُلُْوقَی :yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:
a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah
dan dammah, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (ة) mati
Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua
kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan
h.
xContoh:
 ْلاَفْطَْلاا ُةَضْوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl
ةَرّوَنُمْلا َُةنْیِدَمَْلا ْ◌ : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
al-MadīnatulMunawwarah
 ْةَحْلَط : Ṭalḥah 
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 
Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.
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Kerja Praktik ini penulis laksanakan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Kantor Kas Darussalam yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 10
Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh PT. BPRS Hikmah Wakilah
berkegiatan menghimpun dana dan meyalurkan dana dan juga pelayanan
jasa. PT. BPRS Hikmah Wakilah mengeluarkan produk pembiayaan
murabahah, mudharabah, dan pembiayaan musyarakah, tabungan
Hikmah, Tabungan Ku, tabungan Pendidikan, Deposito dan jasa lainnya
seperti transfer antar bank, pembayaran listrik, air PDAM, dan
sebagainya serta menjalankannya sesuai prinsip syariah Islam. PT. BPRS
Hikmah Wakilah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang fokus melayani usaha mikro dan kecil yang menginginkan proses
mudah, pelayanan cepat, persyaratan dan dijamin oleh LPS (Lembaga
Penjamin Simpanan). Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk
mengetahui mekanisme kinerja Account Officer dan pihak remedial
dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
Mekanisme kinerja AO dan pihak remedial dalam menyelesaikan
pembiayaan yang bermasalah, telah berjalan sesuai dengan kebijakan
yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dalam amatan penulis,
kebijakan PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah sesuai dengan
standar operasional prosedur (SOP). PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam
melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, selalu melakukan
musyawarah dan kesepakatan dengan nasabah yang bersangkutan. BPRS
Hikmah Wakilah harus lebih memperhatikan persyaratan pembiayaan,
serta konsisten dengan ketentuan syariah.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Menurut Undang-Undang. No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank
konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara
umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank
konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank
pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pengkreditan rakyat
adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito
berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
(Hasibuan, 2007 : 232).
Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan
dengan syariah Islam. Bank Syariah dikembangkan atas dasar tidak
adanya suatu pemisahan atas permasalahan dunia dengan permasalahan
agama. Dasar tersebut tidak hanya mencakup ibadah saja melainkan
juga transaksi bisnis yang harus sesuai seperti yang telah diterapkan
1
2oleh ajaran Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat, agar
dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariah Islam
(Muhammad, 2002: 94).
Salah satu bentuk sistem perbankan syariah di Indonesia adalah
dengan munculnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.
32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan
Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPRS berdiri berdasarkan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pemerintah-
Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil. Namun setelsh terjadi perubahan BPRS diatur
dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
PT. BPRS Hikmah Wakilah di provinsi Aceh didirikan pada
tanggal 14 September 1994, dijalankan dengan konsep dan tata cara
syariah. PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapatkan izin beroperasional
secarah syariah. BPRS Hikmah Wakillah hadir untuk memberikan
pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan komsumtif (pemakaian
pribadi/diluar usaha) dengan sesuai syariah, (Company Profil PT.
BPRS Hikmah Wakilah, 2016)
Mekanisme pengelolaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah
mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu yang
beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam
menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan berbagai macam
produk. Produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu
produk pembiayaan yang terdiri dari Pembiayaan Murābahah,
3Pembiayaan Mudhārabah, Pembiayaan Musyārakah, dan Pembiayaan
Ijarah. Produk pendanaan terdiri dari: Tabungan Hikmah, Tabungan
Pendidikan, Tabungan Ku, Tabungan Istiqomah, Tabungan Qurban,
Tabungan Haji/Umrah dan Deposito Mudhārabah. Disamping itu,
terdapat produk Jasa Lainnya yang terdiri dari: Pelayanan transfer
keseluruh bank di Indonesia dengan layanan online dan RTGS, Jasa
pembayaran PLN, Telpon, PDAM, Pulsa HP, dan lain-lain secara
online diseluruh kantor Hikmah Wakilah, (Company Profil PT. BPRS
Hikmah Wakilah, 2016)
Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS
Hikmah Wakilah adalah pembiayaan murābahah. Sistem pembiayaan
ini adalah sistem yang paling banyak digunakan oleh nasabah.
Murābahah  merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling sering
digunakan oleh bank syariah. Murābahah sesuai untuk pembiayaan
sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang
industri atau perdagangan Murābahah memungkinkan nasabah/investor
untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan
dari pasar lokal atau impor.
Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang di
persamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dangan pihak yang di biayai untuk pengambilan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil,
namun dalam setiap pembiayaan, bank tidak terlepas dari pembiayaan
bermasalah.
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti
dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena resiko ini sering juga
disebut dengan resiko kredit. Dalam menjalankan perputaran uang yang
dihimpun dari masyarakat melalui simpanan dan deposito BPRS
4Hikmah Wakilah ini memiliki tujuh produk pembiayaan yaitu:
mudhārabah, musyārakah, bai bitsaman ajil, murābahah, qardu hasan, 
istisna’ dan al-hiwalah.
Pada dasarnya seorang Account Officer merupakan ujung tombak
bank dalam memasarkan produknya, maka seorang Account Officer
harus memiliki kecakapan menjual (salesmanship) yang memadai
untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Disamping itu peranan dan
fungsi seorang Account Officer adalah melakukan pemantauan atas
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut
memenuhi komite atas pembiayaannya (Rivai, 2006: 293).
Dalam pemberian kebijakan pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dilakukan dengan lost and profit sharing (bagi hasil). Dalam
pemberian pembiayaan, seringkali terdapat masalah-masalah dalam
pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa
disebut dengan Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah),
yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
pembiayaan tersebut.
Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para
nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah
yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja lembaga tersebut.
Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh
kegagaalan counterparty dalam memenuhi kewajiban (Karim, 2010:
260). Account Officer dan pihak remedial dapat memutuskan apakah
suatu permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih
lanjut atau diluluskan. Peranan Account Officer dan pihak remedial
secara tidak langsung dapat mengantisipasi adanya pembiayaan
bermasalah (Muhammad, 2005: 59).
5Dalam praktiknya lembaga keuangan sering mengalami
pembiayaan bermasalah, begitu juga dengan PT. BPRS Hikmah
Wakilah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan
sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang
“Mekanisme Kinerja Account Officer dan Pihak Remedial Dalam
Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor
Kas Darussalam”.
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan
sebelumnya maka yang menjadi tujuan kerja praktik ini adalah untuk
mengetahui bagaimana mekanisme kinerja Account Officer dan Pihak
Remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Kantor Kas Darussalam.
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik
1. Khazanah Ilmu Pengetahuan
Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan
khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah
mengenai mekanisme kinerja Account Officer dan pihak
remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam
2. Masyarakat
Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan
pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai
mekanisme kinerja Account Officer dan pihak remedial dalam
pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Kantor Kas Darussalam
63. Intstansi Tempat Kerja Praktik
Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberikan saran bagi
instansi yang terkait mengenai Standar mekanisme kinerja
Account Officer dan pihak remedial dalam pembiayaan
bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas
Darussalam
4. Penulis
Laporan kerja praktik ini berguna untuk menambah
pengetahuan mengenai mekanisme kinerja Account Officer dan
pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, serta memberikan
pengalaman dalam dunia kerja dimana bisa membandingkan
nya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik
Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang
masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam
satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
Bab satu berisi: pendahuluan, merupakan gambaran umum secara
global namun intergral komprehensif dengan memuat latar belakang,
tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, sistematikan
penulisan laporan kerja praktik. Dalam bab pertama ini diketengahkan
keseluruhan isi laporan secara global namun dalam satu kesatuan yang
utuh dan jelas.
Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik yang memuat
tentang, sejarah singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah, visi misi BPRS
Hikmah Wakilah, bentuk hukum dan kepemilikan PT. BPRS Hikmah
7Wakilah, pembinaan dan pengawasan PT. BPRS Hikmah Wakilah,
struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah, kegiatan usaha kantor
kas PT. BPRS Hikmah Wakilah, penghimpunan dana, penyaluran dana,
pelayanan jasa, dan keadaan personalia kantor kas PT. BPRS Hikmah
Wakilah Darussalam.
Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang
memuat kegiatan kerja praktik,bagian pembiayaan, bagian internal
audit, bagian payment, bidang kerja praktik, factor-faktor terjadinya
pembiayaan bermaslah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, kriteria
pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah, Mekanisme
kinerja Account Officer dan pihak remedial dalam pembiayaan
bermasalah pada kantor kas PT. BPRS Hikmah Wakilah darussalam,
teori yang berkaitan , pengertian Account Officer, pengertian remedial,
pengertian pembiayaan bermasalah, landasan hukum pembiayaan
bermasalah dan evaluasi kerja praktik.
Pada bab keempat yaitu bab terakhir penulis membahas
kesimpulan dan saran.
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TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah
PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September
1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank
mendapatkan izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri
Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95
tanggal 18 juli 1995, serta memiliki misi dan visi PT. BPRS Hikmah
Wakilah untuk menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan
tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha
mikro dan kecil.
Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah
Wakilah berkantor di JL. Krueng Raya Desa Baet, Kec.Baitusalam
Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik
dan pada tahun 2001 pindah kantor ke JL. T. Nyak Arief No. 159 E,
Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami
Desember 2004 kantor PT.BPRS Hikmah Wakilah mengalami
kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan
keluarganya meninggal karena tsunami.
Konflik dan Tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat
kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris
hampir bangkrut/tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya
pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga
bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu
yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang
bersedia untuk menambahkan modalnya.
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9Pada tahun 2006 tepatnya bulan agustus jumlah modal disetor bank
telah ditingkatkann sehingga mencapai standar minimum yang
diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00
untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh, hal ini memungkinkan
Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota,
sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke
kotamadya di JL.Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh
yang merupakan kawasan pusat perdagangan di kota madya Banda
Aceh. Manajemen baru dan langkah pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah
telah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin
baik dan sehat, (Company Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016).
PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk
melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses
mudah, pelayanan cepat, tepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS
Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi
memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan
tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan
ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung
tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.
Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pengkreditan Rakyat
Syariah Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang
beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT.
BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing
beralamat :
1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee
Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua
Aceh Besar
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3. Kantor Kas Darussalam, Jl, T. Nyak Arief No. 10 Dusun
Rukoh, Darussalam Banda Aceh
PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta
pendirian perusahaan sebagai berikut : (PT. BPRS Hikmah Wakillah,
2017 d)
1. SK. Mentri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun
1994,
tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS
Hikmah Wakilah.
2. SK. Mentri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995,
tanggal
18 Juli 1995. Tentang Izin Pendirian Operasional BPRS Hikmah
Wakilah.
3. SK. Mentri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007
tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta
PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas
2.2.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wikalah
Adapun visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai
berikut:
Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjadikan BPR Syariah
yang terbaik diprovinsi Aceh dan Indonesia dan Menjadikan BPR
Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi
Aceh.
Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu menjalankan prinsip
Syariah secara konsisten dan konsekuen, fokus terhadap usaha kecil
dan mikro, menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive
market PT. BPRS Hikmah Wakilah, membuka jaringan
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pemasaran/kantor Cabang dan Kas di seluruh Provinsi Aceh yang
memiliki potensi ekonomi yang baik.
PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menjadi mediator keuangan
melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan
pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, (Company Profil PT. BPRS
Hikmah Wakilah, 2016)
2.1.2 Bentuk Hukum dan Kepemilikan PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh
Bentuk hukum PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat
berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daaerah), Koperasi
Perseroan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan Pemerintah.
Adapun kepemilikan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
terdiri sebagai berikut:
1. BPR Syariah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh
warganegara Indonesia, badan hukum Indonesia yang
seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah
hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara
Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang
membentuk hukum koperasi, kepemilikan diatur
berdasarkan ketentuan dalam UU tentang perkoperasian
yang berlaku.
3. BPR Syariah yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya
hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPRS wajib dilaporkan kepada
Bank Indonesia
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5. Merger dan konsolidasi antara PT. BPR Syariah Hikmah
Wakilah Banda Aceh, serta akuisisi BPR Syariah wajib
mendapat ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah
mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan
mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
2.1.3 Pembinaan dan Pengawasan PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh
Fungsi Bank Indonesia sebagai pembinaan dan pengawasan bank
pada umumnya terdapat dalam UU Pokok Perbankan Nomor 7
tahun1992 BabV Pembinaandan Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32,
33,34, 35, 36, dan 37. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPRS
meliputi:
1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan
masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan
layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman
kepada pedagang dan pengusaha kecil di desadaan di pasar
agar tidak terjerat rentenir.
2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna
memahami pola nasional dengan adanya akselerasi
pembangunan.
3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi
masyarakat. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi
beberapa kesalahan, yaitu:
a. Organisasi dan sisitem manajemen, termasuk di
dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
b. Kekurangan tenaga terampil dan profesional
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c. Mengalami masalah likuiditas
d. Belum melaksanakan fungsi BPRS sebagaimana
mestinya.
2.2 Struktur Organisasi
Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk
memperoleh efektivitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai tujuan.
Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini
tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur
organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan
tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya. Adapun struktur pada
Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Dan Kantor Kas
PT. BPRS Hikmah Wakillah Darussalam dapat dilihat pada Gambar 2.1
dan Gambar 2.2
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Gambar 2.1.
Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Dewan Komisaris
Dr.T.Safir Iskandar Wijaya,MA (Komut)
Irfan Sofni (Komisaris)
Internal Audit Dewan Pengawas syariah
T. Lukmansyah . Prof. Dr. H. Alyasa’A. Bakar (ketua)
Prof Dr. Nazaruddin A Wahid, MA (anggota)
Dewan Direksi
Sugito, SE (DirekturUtama)
Drs. Rusli (Direktur)
SDI & Umum Bag. Marketing KTR.Pusat
1. Neza Faradita (SDI & Umum) 1. M. Rizal, SSI (Kabag. MKT)
2. Wahidin (security) 2.Syamsul Bahri (MKT)
3. Yusnadi (OB) 3.Marwan (MKT)
4. Ikhlas (OB) 4. Deni Rahmady(MKT)
5. Andry Fachreza N (supir) 5.Yusri (Remedial Officer)
6. Adi Guna W (Remedial Officer)
Bag. Operasional KTR.Pusat
1.Siti Zahara (Kabag Operasional)
2. Rina Sri Handayani (CS)
3.Henny Junita (Staff Akutansi)
4.Abdul Manan (Staff Akutansi)
5.Nurfadillah (Teler/Kasir)
6.Ubaidillah (Admin Pembiayaan)
7.Darul Mirza (Legal)
Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2017
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Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pada Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah
Darussalam
Kepala Kantor Kas
Drs. Hanafiah
SDI & UMUM
Efril Agustian
(security/OB)
Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2017
Untuk lebih jelasnya tugas-tugas pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda adalah sebagai berikut:
Bag. Marketing KTR.Kas
Muhammad fadhil (AO)
Muhammad rizki (AO)
Bag. Operasional
KTR.kas
Wirdatul
Tiflah(Teller/CS)
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1. Dewan Komisaris yaitu perannya menggariskan kebijaksanaan
umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan
operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat
direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dengan garis
ketentuan.
2. Dewan Direksi, terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi
mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari–
hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh
dewan komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk
untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar sesuai dengan syariah
Islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah.
4. Internal Audit yaitu mempunyai tugas melakukan pemeriksaan
atas proses pemberiaan pembiayaan dan pelunasannya serta
melaporkan ke Direksi, melakukan monitoring terhadap
pembayaran kewajiban nasabah, pendebatan rekening nasabah dan
lainnya, (Standar Operasional Pembiayaan PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh, 2016).
5. Bagian SDI dan Umum merupakan bagian yang bertugas
menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan,
melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan mengurus
peralatan ATK (alat tulis kantor) serta melayani biaya serta gaji
karyawan yang telah di setujui direksi.
6. Kepala Kas/Supervisor adalah yang bertugas sebagai orang yang
bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan
yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
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7. Account Officer adalah petugas yang bertanggung jawab pada
pembiayaan. Memiliki tugas dan kewajiban mengelola
pembiayaan dan mencari nasabah pembiayaan.
8. Infomasi Teknologi merupakan bagian yang mengatasi elektronik
kantor. Misalnya: kerusakan pada komputer dan printer. Bagian ini
berguna untuk permintaan Sistem Informasi Debitur (SID) dan
Debitur Indification Number (DIN).
9. Operation Officer merupakan bagian yang terdiri dari beberapa
petugas yang menjalankan kegiatan operasional.
Berikut Operation Officer yang bertugas pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah:
a. Costumer Service yang bertindak sebagai frontliner yang
bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk
perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
b. Teller merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan
dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara
cepat dan tepat.
c. Back Officer/bagian umum yaitu petugas yang bertugas untuk
memeriksa ulang terkait transaksi Front Officer.
Yang termasuk kepada bagian Back Officer adalah:
1) Security (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan
dan ketertiban kantor, baik pada siang maupun malam hari
dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan
informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan
dan masalah
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga
tertinggi pada organisasi internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
RUPS merumuskan kebijakan strategis yang akan diambil oleh bank.
Dewan Komisaris mewakili pemilik Bank untuk melakukan
pengawasan terhadap organisional oprasional bank, agar sesuai dengan
keputusan RUPS dan rambu-rambu Undang-Undang dan Ketentuan
yang berlaku. Pada BPRS yariah yang memiliki aset lebih besar atau
sama dengan Rp10.000.000.0000,00, ketentuan Bank Indonesia
mewajib kan pertanggung jawaban keuangan di audit oleh kantor
akuntan publik.
Dewan Pengawas Syariah merupakan eksekutif tertinggi bagi BPR
Syariah, hal ini berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia
No.32/35/KEP/DIR dan No.32/36/KEP/DIR masing-masing tanggal
12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah. Jumlah Direksi BPR dan BPR Syariah sekurang-
kurangnya 2(dua) orang. Pada BPR dengan volume usaha yang besar,
Direksi BPR dibantu oleh Kepala Bagian Oprasional.
2.3 Kegiatan Usaha Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah
Darussalam
Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah Kantor Kas Darussalam meliputi penghimpunan dana,
penyaluran dana dan jasa lainnya.
2.3.1 Penghimpun dana
Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk
tabungan dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan
pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di antaranya. (Company Profil PT.
BPRS Hikmah Wakilah, 2016).
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1. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan
ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu
lintas pembiayaan dengan saldo awal tabungan hikmah sebesar
Rp. 20.000.
2. Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukkan
untuk anak sekolah. Dapat disetor atau ditarik kapan saja. Saldo
awal tabungan pendidikan sebesar Rp5.000.
3. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI
kepada seluruh bank. Tabungan dapat disetor kapan saja,
namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat
dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini
tanpa biaya administrasi dengan saldo awal minimal Rp10.000.
4. Deposito Mudhārabah berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo
pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan sanksi
pinalti (denda).
Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan
dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2.3.2 Penyaluran dana
PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjalankan fungsi
sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana
masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan
peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya
konsumtif sepeti rumah dan kendaraan bermotor.
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1. Pembiayaan Murābahah, suatu perjanjian pembiayaan nasabah
berdasarkan sistem jual-beli, dimana bank membiayai kebutuhan
investasi nasabah yang kemudian dijual ke nasabah dengan harga
jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad
pembiayaan, atau sama dengan akad jual-beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati
penjual dan pembeli, (Karim, 2011 : 113).
Adapun jenis-jenis pembiayaan Al-Murābahah yaitu (Karim, 2011
: 113).
a. Pembiayan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan
untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah
atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang
diperlukan untuk Rehabilitas, Modernisasi, dan Ekspansi,
c. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli.1
2. Pembiayaan Mudhārabah, akad kerjasama antara bank sebagai
penyedia dana dengan nasabah (mudhārib) yang mempunyai
keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang
produktif dan halal. keuntungan dari penggunaan dana bank yang
dikelola oleh mudhārib dibagi bersama berdasarkan nisbah yang
telah disepakati, Atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan
kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.
3. Pembiayaan Musyārakah, bentuk kerjasama antara bank sebagai
penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak
1 Wawancara dengan pak Hanafiah kepala kantor kas (15 Agustus
2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah
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memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda
sesuai kesepakatan. penyertaan modal tersebut digunakan untuk
pengelolaan suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan
sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi
berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang telah disetujui serta
dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian
berdasarkan kontribusi dana, (Nurhayati, 2013: 205).
4. Pembiayaan Ijarah, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang
itu sendiri. (Sholihin, 2008 : 85).
5. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan (kebajikan), akad perjanjian
pinjam meminjam dari lembaga yang wajib dikembalikan dengan
jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan
dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan
imbalan.
Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas
adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir diseluruh
pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti:
pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar
Peuniti, pasar Kampong Ateuk, TPI Lampulo dan lainnya, (company
profil PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2016).
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2.3.3 Pelayanan jasa
Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah yaitu2 :
1. Menerima setoran seperti:
a. Pembayaran telepon
b. Pembayaran speedy
c. Pembelian listrik bayar/prabayar
d. Pembayaran PDAM
e. Pembelian voucher pulsa handphone
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang
tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerjasama
dengan Bank Syariah Mandiri.
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor
Kas Darussalam
Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14
September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai pada
saat ini, jumlah karyawan dan karyawati pada kantor kas PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bertempat di darussalam sebanyak
5 orang, terdiri 4 karyawan dan 1 karyawati. Berikut adalah tabel
keadaan personalia pada Kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah
Darussalam.3
2 Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, jasa dan produk pembiayaan
(banda aceh)
3Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiyah. Kepala kantor Kas PT.
BPRS Hikmah Wakilah Darussalam
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Tabel. 2. 1.
Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas
Darussalam
NAMA JABATAN JENIS
KELAMIN
PENDIDKAN
TERAKHIR
Drs. Hanafiah Kepala Kantor Kas Laki-Laki S1
Muhammad fadhil Account Officer Laki-Laki S1
Muhammad rizki Account Officer Laki-Laki S1
Wirdatul Tiflah Teller/CS Perempuan D3
Efril Agustian Security/OB Laki-Laki SMA
Sumber : Profil kantor Kas BPRS Hikmah Wakilah Darussalam 2017
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan personalia
kantor kas BPRS Hikmah Wakilah darussalam pegawai nya lebih
dominan laki-laki sebanyak 4 orang, sedangkan perempuan hanya 1
orang dan banyak yang lulusan pendidikannya S1, keseluruhan
karyawan dan karyawati yang bekerja di kantor kas BPRS Hikmah
Wakilah Darussalam sebanyak 5 orang, Posisi yang ditempati oleh
para karyawan di antaranya 1 orang kepala kantor kas, Account Officer
2 orang, teller, dan security, Jumlah karyawan pria dan karyawan
wanita yang berpendidikan S1 di kantor kas darussalam sebanyak 3
orang, D3 1 orang, dan yang berpendidikan SMA 1 orang.
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BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK
3.1 Kegiatan Kerja Praktik
Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 30
hari kerja atau kurang lebih 1,5 bulan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
kerja praktik dimulai pada tanggal 27 Maret s/d 10 Mei 2017, banyak
pengalaman yang penulis dapatkan dalam bekerja penulis ditempatkan
pada bagian internal audit, pembiayaan dan payment .
Selama kerja praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan
penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana
dengan baik. Penulis banyak mendapat masukan, pengetahuan dan
pengalaman kerja yang bermanfaat dari pimpinan dan karyawan Kantor
Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah Darussalam. Selain itu penulis juga
mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik
nasabah yang berkomentar, mencari informasi atau nasabah yang
melakukan transaksi. Para karyawan melaksanakan tugasnya harus
konsisten dan tidak dapat ditunda-tunda.
Pada bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
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3.1.1 Bagian Internal Audit
Bagian internal audit merupakan suatu bagian aktivitas yang
dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi,
dengan tujuan akhir yaitu untuk menambah nilai perusahaan.
Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan obyektif
yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Pada bagian ini penulis
melakukan kegiatan bagian internal audit selama 15 hari dari tanggal 27
maret sampai 6 april 2017. Berikut kegiatan yang penulis laksanakan
pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh :
1) Menyusun data nasabah.
2) Melegalisir dengan stembel basah pada buku tabungan
nasabah.
3) Mempelajari produk-produk yang ada pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh.
3.1.2 Bagian Pembiayaan
Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan bagian pembiayaan
selama 10 hari dari tanggal 7-20 april 2017. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah
Wakilah sebagai berikut :
1. Mengecek lembar kontrol slip setoran dan penarikan nasabah
jemputan.
2. Mendokumentasikan jaminan pembiayaan.
3. Membuat dokumentasi jaminan pembiayaan nasabah.
4. Menghitung uang pembiayaan, tabungan dan penarikan
nasabah jemputan.
5. Merekapitulasi uang setoran pembiayaan, tabungan dan
penarikan nasabah jemputan.
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3.1.3 Bagian payment
Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan bagian payment
selama 15 hari dari tanggal 20 april sampai 10 mei 2017. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik pada PT. BPRS
Hikmah Wakilah sebagai berikut :
1. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran
payment point online (listrik, PDAM, Telkom, Indovision dan
lain-lain).
2. Melaksanakan proses penutupan payment.
3. Mencetak laporan perlunasan lengkap pada payment poin
online (listrik, PDAM, Telkom, indovision dan lain-lain).
4. Melaksanakan proses verifikasi transaksi.
5. Melakukan penyetororan uang ke Bank Aceh.
.
3.2 Bidang Kerja Praktik
Selama melaksanakan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh, penulis menekuni dalam bidang mekanisme kinerja
Account Officer. Mekanisme kinerja Account Officer yaitu mendatangi
nasabah ketika pengambilan pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh
tempo. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis juga mendapatkan
banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan transaksi
e-payment dan mengikuti Account Officer di lapangan yang bertugas
sebagai marketing.
s
27
3.2.1 Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT.
BPRS Hikmah Wakilah4
Pembiayaan bermasalah menjadi menjadi musuh nomor satu dalam
sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaanya yang mempengaruhi
rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.
Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan
bermasalah antara lain :
a. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam perusahaan
(BPRS). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan
bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :
1. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap,
sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian
pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon
penerima pembiayaan yang potensi.
2. Kekurangan ketelitian petugas dalam menganalisis nasabah,
karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering
disalahgunakan oleh nasabah yang nakal.
3. Faktor kedekatan dengan keluarga, sehingga ketika pembiayaan
yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa segan
untuk menegur ataupun menagihnya.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar BPRS.
Ada beberapa faktor iksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang
dialami oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah, antara lain :
4 Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiah PT. BPRS Hikmah
Wakilah kepela kantor Kas Darussalam
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1. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli
masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah
akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
2. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola
nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa
bersaing.
3. Keengganan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman
atau nasabah beritikad tidak baik.
4. Bencana alam, seperti gempa bumi, kebakaran, sehingga
nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk
mengembalikan pinjaman.
3.2.2 Kriteria Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah
Wakilah
Kriteria pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dalam 5
kategori menurut Standar Operasional Prosedur PT. BPRS Hikmah
Wakilah sebelum menjadi macet/bermasalah yaitu :5
1. Lancar
Kategori pembiayaan yang lancar yaitu pembiayaan nya tepat
waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian
pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam perhatian khusus
Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 1-3 bulan
(pembiayaan jangka waktu satu tahun). Pembayaran angsuran
5 Wawancara dengan bapak Drs. Hanafiyah. Kepala kantor Kas PT.
BPRS Hikmah Wakilah. Darussalam
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yang belum melampaui 90 hari, maka ini dalam perhatian
khusus.
3. Kurang Lancar
Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 3-6 bulan
(pembiayaan jangka waktu satu tahun) pembiayaan yang
mengalami tunggakan pembayaran angsuran yang telah
melampaui 90 hari, maka terhitung kurang lancar.
4. Diragukan
Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 6-12 bulan
(pembiayaan jangka waktu satu tahun) pembiayaan yang
mengalami penunggakan pembayaran angsuran yang telah
sampai 180 hari, maka terhitung diragukan.
5. Macet
Yaitu apabila nasabah mengalami tunggakan 12 bulan ke atas
(pembiayaan jangka waktu satu tahun). Maka terhitung macet.
3.2.3 Mekenisme Kinerja Account Officer dan Pihak Remedial
Dalam Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Hikmah
Wakilah Kantor Kas Darussalam.
1. Pengertian Account Officer
Account Officer adalah pegawai atau karyawan bank yang berada
di bagian pembiayaan, yang bertugas mencari nasabah yang layak,
sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisa,
kemudian mengusulkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.
Seorang Account Officer mengawalinya dengan membuat perencanaan,
usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira
dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya. Kemudian
Account Officer akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah,
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melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan aleh
nasabah tersebut sehingga dapat membuat suatu keputusan, apakah
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon dibitur pantas untuk
dibiayai.
2. Pengertian remedial
Pihak remedial adalah sebuah tim di PT. BPRS Hikmah Wakilah
yang khusus menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yang mana
pembiayaan tersebut sudah tidak dapat diatasi oleh Account Officer atau
telah melebihi 90 hari. Pihak remedial memiliki satu kelompok yang
bekerja sama dengan Account Officer dalam menyelesaikan
pembiayaan bermasalah. Khusus menangani atau menyelesaikan
pembiaaan nasabah yang tertunggak atau jatuh tempo diatas 90 hari
atau 3 bulan lebih baru ditangani oleh remedial. Jika pembiayaan yang
baru 1 bulan atau 2 bulan masih ditangani oleh Account Officer, tetapi
Account Officer tetap bekerja sama atau tidak lepas tangan dari pihak
remedial untuk menangani pembiayaan bermasalah. Pihak remedial
juga menilai jaminan pembiayaan 10 juta ke atas menilai atau
mempelajari data nasabah dan mengevaluasi jaminan apakah layak
dengan pembiayaan yang diajukan.6Berikut adalah gambar skema
penyelesain pembiayaan bermasalah :
6 Wawancara dengan pak Muhammad Fadhil, Account Officer BPRS
Hikmah Wakilah (20 Agustus 2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
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Gambar 3.1
Skema penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah
Wakilah Banda Aceh
Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2017
Penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah
dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut :
1) Pembiayaan lancar, yang dilakukan pemantauan usaha nasabah oleh
pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2) Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
a) Menghubungi nasabah dengan telepon oleh petugas Account
Officer dan pihak remedial
Pembiayaan
Bermasalah
1-30 Hari 31-60 Hari 61-90 Hari 91 Hari
SP 1 SP 2 SP 3 Pra Lelang
LelangNegosiasi Negosiasi PelunasanRestruktur
Pembiayaan Lancar
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b) Membuat surat teguran pertama
c) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian
pembiayaan Account Officer dan pihak remedial kepada
nasabah
d) Upaya preventif (Pencegahan)
3) Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
a) Membuat teguran surat ke 2 dan 3
b) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian
pembiayaan Account Officer dan pihak remedial kepada
nasabah secara lebih sungguh-sungguh
c) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu waktu
angsuran serta penjadwalan kembali jangka waktu angsuran
serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dengan
reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau
bagi hasil.
4) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
a) Recheduling, Yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu
angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
b) Reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau
nisbah bagi hasil usaha.
c) Melalui jaminan.
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dalam memberikan
pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan
lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian
dan membayar lunas bilamana telah jatuh tempo. Akan tetapi bisa
terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan
dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Adapun
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mekanisme kinerja Account Officer dan pihak remedial berusaha
bagaimana nasabah harus membayar pembiayaan yang tertunggak
untuk menangani pembiayaan yang terjadi, pihak PT. BPRS Hikmah
Wakilah melakukan usaha-usaha sebagai berikut :7
a. Preventif (pencegahan)
Pencegahan dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sejak
nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan
melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data
pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar,
pengikat jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan
terhadap pembiayaan yang diberikan.
b. Menggali potensi peminjam
PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menggali potensi nasabah
yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus
dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan
mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau ansuran. Untuk
perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang
telah digunakan lebih efektif digunakan.
c. Analisa sebab pembiayaan bermasalah
PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menganalisa sebab
pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal
dan aspek eksteral PT. BPRS Hikmah Wakilah.
7 Wawancara dengan pak Adi Guna W, staf remedial (28 Agustus
2017) PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
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Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka PT. BPRS Hikmah
Wakilah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan,
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank PT. BPRS Hikmah Wakilah.
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya,
antara lain melalui :
a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
PT. BPRS Hikmah Wakilah akan memperpanjang akad sesuai
kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu
serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan
bermasalah atau macet, rescheduling dilakukan setelah adamya
musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BPRS dan
nasabah). Dengan dilakukannya rescheduling ini, nasabah diberi
kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuran.
b. Persyaratan kembali (reconditioning)
Dalam hal ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan merubah
persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.
Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi
perpanjangan waktu pembayaran. Reconditioning dilakukan PT.
BPRS Hikmah Wakilah ketika nasabah benar-benar mengalami
kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena bencana alam dahsya,
kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang
mengakibatkan usaha nya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara
reconditioning ini PT. BPRS Hikmah Wakilah akan menyesuaikan
kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau
bagi nasabah.
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c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)
Penyelesaian melalui jaminan ada dua tahap yaitu :
1) Likuidasi
Yaitu pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sementara akan
menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah
telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan
nasabah tidak ada itikad dalam mengembalikan pinjaman.
2) Eksekusi jaminan
Yaitu jaminan akan di lelang atau di jual. Contoh seperi
tanah milik nasabah yang dijadikan sebagai jaminan
pembiayaan. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan
untuk melunasi dengan cara lain. Ketika nasabah benar-
benar tidak bisa menggunakan penyelesaian dengan cara
lain maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan
langsung melelang jaminan. Jika dari hasil lelang jaminan
tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak
PT. BPRS Hikmah Wakilah akan mengambil barang yang
di nilai berharga dari nasabah contoh seperti kenderaan
milik nasabah, atau barang berharga lainnya untuk
menutupi kekurangan dari hasil lelang yang masih
kurang, dan itu pastinya sudah melalui kesepakatan dari
kedua belah pihak. Akan tetapi, jika hasil lelang jaminan
tersebut masih ada sisa, Maka sisa akan di kembalikan
sepenuhnya kepada nasabah.
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3.3 Teori Yang Berkaitan
3.3.1 Pengertian Account Officer
Account Officer (AO) adalah petugas yang melakukan pemasaran
pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan. Seorang
Account Officer mengawalinya dengan membuat perencanaan, usaha
apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira dana
yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya. Kemudian
Account Officer akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah,
melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh
nasabah tersebut sehingga dapat membuat suatu keputusan, apakah
permohonan pembiayaan yang di ajukan calon debitur atau debitur
pantas dibiayai. (Tohir, 2012)
a. Peranan dan fungsi Account Officer
Di dalam melakukan tugasnya, Account Officer memiliki fungsi
ganda. Di satu pihak, ia merupakan personil bank yang harus bekerja
dibawah peraturan dan tujuan bank, sehingga dapat memberikan hasil
(target revenue) kepada bank, dan pihak lain, ia dituntut memberikan
kondisi yang paling baik bagi nasabahnya, yang umumnya tercermin
dari biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu,
seorang Account Officer dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi
kepentingan tersebut. Bank yang memiliki Account Officer yang
berkualitas baik tentunya akan sangat membantu dalam menghadapi
persaingan persaingan pada situasi perbankan saat ini. Pada dasarnya,
peranan Account Officer adalah sebagai berikut : (Yusuf,1997)
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1. Mengelola account
Seorang Account Officer berperan untuk membina nasabah agar
mendapatkan efesiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi
keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung
jawabnya sebagai personil bank
2. Mengelola produk
Seperti yang disebutkan di atas, seorang Account Officer harus
mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai
produk yang paling sesui untuk kebutuhan nasabahnya.
3. Mengelola produk
Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas
pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu
memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan
hal ini, seorang Account Officer harus memiliki pengetahuan
yang cukup tentang bisnis nasabahnya.
4. Mengelola penjualan
Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujung
tombak bank dalam memasarkan produknya, maka seorang
Account Officer juga harus memiliki salesmanship yang
memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.
5. Mengelola profitability
Seoarang Account Officer juga berperan dalam menentukan
keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus
yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu
kondisi yang memberikan keuntungan kepada bank.
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3.3.2 Pengertian Remedial
Remedial adalah atasan langsung kadiv adm legal dan sebagai unit
kerja yang bertaggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian
pembiayaan, meliputi upaya penyehatan pembiayaan-pembiayaan
bermasalah, penagihan baik atau tertib maupun penagihan oleh pihak
luar, sekaligus menjaga tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan
perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi
sehat. Remedial adalah petugas khusus menyelesaikan penyaluran dana
yang bermasalah, adapun tugas pokok yang harus dilakukan petugas
remedial antara lain : (Setiawan 2017 :79)
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap
seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan,
khususnya terhadap pembiayaan bermasalah atau macet, pola
penyelesaian dan pola penanganan perkaranya.
2. Melakukan perencanaa kerja yang tertib dan terarah, sehingga
dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan pembiayaan
yang diberikan dengan baik.
3. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya
yang terjadi dibayah lingkungan wilayahnya.
3.3.3 Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam
pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal
seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya
tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut
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tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan
dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam
suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko
yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi
kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup
resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.
(Karim. 2010)
3.3.4 Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah
Landasan hukum pembiayaan bermasalah terdapat dalam Al-qur’an
surah al-baqarah ayat 280, dan fatwa dewan syariah nasional atau MUI
nomor 17/DSN MU/IX/2000 yaitu sebagai berikut :
1) Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 280





Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs:Al-baqarah:280)
Penjelasan surat Al-baqarah ayat 280 yang di uraikan sebelumnya
menurut tafsir Quraish Shihab adalah (Dan jika dia), yakni orang yang
berutang itu dalam kesulitan maka hendaklah diberi tangguh,
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maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia
berkelapangan. Dibaca ‘maisarah’ atau ‘maisurah’ dan jika kamu
menyedekahkannya, dibaca dengan tasydid yakni setelah
mengidgamkan ta pada asalnya pada shad menjadi ‘tāshshaddaqu’ juga
tanpa tasydid ‘tāshaddaku’ yakni telah di buang ta, sedangkan artinnya
adalah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam
kesusahan dengan jalan membebaskannya dari hutang, baik sebagian
maupun kesuluruhan ( itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui)
bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah. Dalam sebuah hadist
disebutkan “Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam
kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan
melindunginya dalam naungan-Nya, di hari saat tak ada naungan selain
naungan-Nya” (H.R. Muslim).
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional, majelis ulama nasional
nomor: 17/DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah
mampu yang menunda-nunda pembayaran
a. Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-
nunda pembayaran
1. Pertama
1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang
dikenakan oleh LKS kepada nasabah mampu membayar,
tetapi menunda-nunda pembaaran dengan disengaja
2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar
disebabkan force Majeur (bancana yang tidak terduga)
tidak boleh dikenakan sanksi
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3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau
tidak mempunyai kemauan dan etikat baik untuk
membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad
ditanda tangani
6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana
sosial.
2. Kedua
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka
penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan musyawarah. (Fatwa Dewan
Nasional MUI, 2005)
3.4 Evaluasi Kerja Praktik
Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS
Hikmah Wakilah Banda Aceh dan mengangkat judul tentang
“Mekanisme Kinerja Account Officer dan Pihak Remedial dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah, penulis mendapatkan hasil
tentang cara Account Officer dan pihak Remedial dalam menyelesaikan
pembiayaan bermasalah yaitu telah berjalan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh, dimana
setelah penulis amati kebijakan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah telah
sesuai dengan mekanisme dan juga terdapat kesesuaian teori yang
bersangkutan dengan praktik yang dilakukan oleh Bank. PT. BPRS
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Hikmah Wakilah melakukan penyelesaian dengan cara yaitu:
berkunjung ketempat nasabah, mengirimkan surat pemberitahuan serta
langkah-langkah Rescheduling (Penjadwalan kembali) Reconditioning
(Persyaratan kembali) dan Eksekusi jaminan (Penjualan jaminan) serta
melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah tentunya dengan
kesepakatan bank dan nasabah.
Penulis melihat ada kelebihan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah,
yaitu setiap keputusan yang diambil oleh pihak bank dalam hal
penyelesian dalam pembiayaan bermasalah selalu melakukan
musyawarah dan kesepakatan dengan nasabah yang bersangkutan
terlebih dahulu terhadap keputusan tersebut seperti ketika hal nya
nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran kepada bank maka bank
akan bermusyawarah dengan nasabah mengenai kelunasan hutang
tersebut dengan melakukan pelelangan/penjualan terhadap anggunan
atau jaminan, sehingga hutan nasabah pun bisa terlunasi dengan hasil
dari penjualan jaminan tersebut dan resiko kerugian terhadap bank juga
tidak terjadi hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran
yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sehingga
tidak adanya hal-hal yang tersembunyi yang nasabah tidak ketahui.
43
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang timbul dari
kegiatan penyaluran dana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
pihak bank jika masalah tidak segera diatasi. Berdasarkan pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya mengenai mekanisme kinerja Account
Officer dan pihak remedial dalam pembiayaan bermasalah pada PT
BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, maka untuk
menyelesaikanya pihak BPRS Hikmah Wakilah Account Officer dan
remedial melakukan berbagai cara, antara lain :
1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan pemantauan usaha
nasabah oleh pihak Account Officer dan remedial PT.
BPRS Hikmah Wakilah.
2. Pembiayaan kurang lancar yang dilakukan dengan cara :
menghubungi nasabah dengan telepon oleh petugas,
membuat surat teguran pertama, kunjungan lapangan atau
silahturahmi oleh bagian pembiayaan, dan upaya
pencegahan
3. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara : mengirim
surat teguran ke 2 dan ke 3, upaya penyehatan dengan
rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu
angsuran. Juga dengan cara reconditioning, yaitu
memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
penjadwalan kembali jangka waktu, serta memperkecil
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margin keuntungan atau hasil usaha, dan yang terakhir
eksekusi melalui jaminan.
4.2. Saran
1. Sebagai bank yang banyak memiliki nasabah, dalam hal ini PT.
BPRS Hikmah wakilah harus lebih memperhatikan
kelengkapan persyaratan pembiayaan yang seharusnya sudah
dipenuhi oleh calon debitur sehingga tidak muncul kekeliruan
sebelum prosedur realisasi dilaksanakan seperti dokumen-
dokumen khususnya dokumen jaminan. Selain itu juga
dimungkinkan untuk melakukan pengawasan sesuai
prosedurnya, hal ini diharapkan untuk menghindari pembiayaan
yang bermasalah.
2. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah
Wakilah agar tetap konsisten dengan ketentuan-ketentuan
syariah dan perundang-undangan yang berlaku sehingga
pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan aman.
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